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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi, validitas, dan keterbatasan maqamat sufi 

sebagai strategi preventif kekerasan seksual, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), 

melalui integrasi dengan perspektif keadilan gender dan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kebaruan penelitian ini terletak 

pada pengembangan maqamat sufi sebagai paradigma preventif yang tidak hanya bersifat spiritual-

individual, tetapi juga etis-struktural dan kontekstual melalui integrasi tasawuf, kritik gender, dan 

sistem hukum modern dalam pencegahan kekerasan seksual. Metode penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain normatif-kritis yang dipadukan dengan analisis sosio-legal dan 

hermeneutik filosofis model Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur. Data primer berupa tafsir sufistik 

Ibn ‘Ajibah dalam al-Bahr al-Madid, sedangkan data sekunder mencakup literatur tasawuf, kajian 

gender, dokumen hukum, serta studi kekerasan seksual kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa maqam wara’, iffah, muraqabah, dan ihsan memiliki relevansi operasional dalam membentuk 

self-regulation, etika relasi, dan kesadaran moral yang berfungsi mencegah kekerasan seksual pada 

level personal, digital, dan institusional. Konsep muraqabah digital dan iffah digital memperlihatkan 

perluasan etika spiritual dalam merespons KBGO. Namun, efektivitas pendekatan spiritual bergantung 

pada integrasinya dengan kesadaran struktural, perspektif gender, dan kebijakan implementatif dalam 

penegakan hukum. 
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PENDAHULUAN 

Kekerasan seksual merupakan persoalan global yang bersifat kompleks, sistemik, dan 

multidimensional. Fenomena ini tidak hanya melanggar norma hukum dan etika sosial, tetapi 

juga merusak martabat manusia, integritas fisik, serta kesehatan psikologis korban dalam 

jangka panjang (Pratiwi et al., 2025; Salim, 2025). Kekerasan seksual lahir dari relasi kuasa 

yang timpang, ketidaksetaraan gender, serta budaya patriarki yang menormalisasi dominasi 

dan objektifikasi tubuh, terutama terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks Indonesia, 

kekerasan berbasis gender menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, 

baik dalam ranah domestik, institusional, maupun ruang digital (Pratiwi et al., 2025). 

Peningkatan tersebut mencerminkan krisis etika sosial yang tidak dapat diselesaikan semata-

mata melalui pendekatan hukum formal, sehingga memunculkan kebutuhan akan respons 

negara dan masyarakat yang lebih sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. 

Respons negara diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai kerangka hukum 

komprehensif untuk perlindungan korban dan penindakan pelaku. Namun, efektivitas 

implementasinya masih menghadapi kendala struktural, seperti rendahnya pemahaman aparat, 

lemahnya perspektif korban dalam proses peradilan, serta budaya impunitas (Martitah et al., 

2024). Tantangan ini semakin kompleks dengan munculnya Kekerasan Berbasis Gender 

Online (KBGO) yang memperluas ruang kekerasan seksual ke ranah digital dan memerlukan 

pendekatan yang lebih adaptif (Wirawan et al., 2022). 

Praktik penegakan hukum UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala serius, seperti 

lambannya penanganan perkara, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap 

substansi undang-undang, lemahnya integritas kelembagaan, serta minimnya perspektif 

korban (victim-centered approach) dalam proses peradilan (Martitah et al., 2024). Kendala 

tersebut tidak hanya menghambat pemulihan korban, tetapi juga memperlemah efek jera 

terhadap pelaku dan memperkuat budaya impunitas. Situasi ini semakin kompleks dengan 

munculnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang mencakup pelecehan daring, 

penyebaran konten intim tanpa persetujuan, online sexual grooming, hingga ancaman seksual 

berbasis media sosial (Wirawan et al., 2022). Bentuk kekerasan ini memperluas ruang 

terjadinya kekerasan seksual melampaui batas geografis dan institusional serta menghadirkan 

trauma psikis berkepanjangan bagi korban, meskipun tanpa kontak fisik langsung. 

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif semata 

tidak cukup untuk merespons dinamika kekerasan seksual kontemporer, sehingga diperlukan 

paradigma pencegahan yang lebih mendalam, adaptif, dan berkelanjutan, tidak hanya 

berfokus pada sanksi pidana (Polyzoidou, 2024). 

Kajian mengenai kekerasan seksual selama ini didominasi oleh pendekatan hukum, 

kebijakan publik, dan analisis sosial struktural yang menekankan relasi kuasa, budaya 

patriarki, serta efektivitas implementasi regulasi seperti UU TPKS (Polyzoidou, 2024). 

Pendekatan tersebut berkontribusi dalam memperkuat perlindungan korban dan penegakan 

hukum, namun belum secara memadai mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai basis 

pembentukan kontrol diri dan transformasi karakter. Sebaliknya, kajian tasawuf mengenai 

maqamat sufi lebih berfokus pada pembinaan moral individual, pengendalian nafs, dan 

penyucian jiwa dalam kerangka etika personal (Hermansyah, 2022; López-Tarrida et al.,
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2024) . Pendekatan ini belum banyak dikembangkan sebagai kerangka analitis yang relevan 

untuk merespons problem kekerasan seksual kontemporer, termasuk relasi kuasa, Kekerasan 

Berbasis Gender Online (KBGO), dan kebutuhan sinergi dengan sistem hukum modern 

(Wirawan et al., 2022; El-Omari, 2024). Di sisi lain, studi yang mengaitkan agama dengan isu 

kekerasan seksual masih cenderung bersifat normatif dan moralistik, serta berpotensi 

mereduksi kekerasan seksual sebagai persoalan moral individual tanpa mempertimbangkan 

dimensi struktural dan perspektif korban (Afrasiabifar et al., 2021).  

Dengan demikian, kesenjangan utama penelitian ini terletak pada ketiadaan kajian yang 

memadukan perspektif tasawuf khususnya maqamat sufi dengan pendekatan gender, dimensi 

struktural kekerasan seksual, serta implementasi hukum modern sebagai strategi preventif 

yang komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan 

mengembangkan pendekatan sufistik yang tidak hanya bersifat spiritual-individual, tetapi juga 

etis-struktural dan relevan dengan dinamika kekerasan seksual kontemporer. 

Spiritualitas Qur’ani dan maqamat sufi menawarkan kerangka pembinaan batin yang 

berorientasi pada pengendalian nafs, tazkiyat al-nafs, serta kesadaran ilahi sebagai mekanisme 

kontrol diri tingkat tinggi (Hermansyah, 2022). Dalam tradisi tasawuf klasik, maqamat 

dipahami sebagai tahapan transformasi moral yang membentuk disiplin diri dan akhlak sosial. 

Namun, tidak seluruh maqamat memiliki relevansi yang sama dalam konteks pencegahan 

kekerasan seksual. Penelitian ini memfokuskan pada maqam utama yang secara langsung 

berkaitan dengan kontrol impuls, relasi kuasa, dan etika sosial, yaitu wara’ (kehati-hatian 

moral), iffah (penjagaan diri), muraqabah (kesadaran diawasi Tuhan), dan ihsan (kesadaran 

etis dalam relasi sosial). Keempat maqam ini diposisikan sebagai fondasi pembentukan self-

regulation dan self-discipline yang relevan dalam mencegah perilaku kekerasan seksual, baik 

di ruang fisik maupun digital. 

Kerangka maqamat sufi tersebut memperoleh legitimasi teologis melalui tafsir sufistik 

Ibn Ajibah dalam al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur’an al-Majid. Tafsir ishari yang 

dikembangkan Ibn Ajibah dikenal konsisten mengintegrasikan makna zahir (literal) dan batin 

(sufistik), sehingga memungkinkan transformasi norma hukum eksternal menjadi kesadaran 

moral internal. Transformasi ini tidak menafikan dimensi fikih normatif, tetapi 

menempatkannya sebagai pijakan awal untuk mencapai disiplin moral yang lebih mendalam. 

Keunggulan metodologis tafsir Ibn Ajibah terletak pada kemampuannya menjembatani 

hukum normatif dan pembinaan spiritual, sehingga memberikan fondasi teologis yang kuat 

bagi pendekatan sufistik dalam pencegahan kekerasan seksual (Dhama, 2024). 

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan maqamat sufi sebagai 

paradigma preventif yang tidak hanya bersifat spiritual-individual, tetapi juga etis-struktural 

dengan mengintegrasikan perspektif tasawuf, kritik gender, dan kerangka hukum UU TPKS. 

Pendekatan ini menempatkan spiritualitas bukan sebagai alternatif hukum, melainkan sebagai 

komplementer yang memperkuat kontrol diri, integritas institusional, serta budaya sosial yang 

menolak kekerasan seksual. Dengan demikian, kajian ini tidak memposisikan kekerasan 

seksual semata sebagai kegagalan moral individu, tetapi sebagai fenomena yang lahir dari 

interaksi antara faktor psikologis, spiritual, sosial, dan struktural. Pendekatan sufistik perlu 

dikontekstualisasikan melalui perspektif gender dan kesadaran institusional agar tidak 
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memicu bias patriarki atau victim blaming. 

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis 

potensi, validitas, dan keterbatasan maqamat sufi sebagai strategi pencegahan kekerasan 

seksual dalam konteks kontemporer. Evaluasi diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: 

sejauh mana maqam prioritas wara’, iffah, muraqabah, dan ihsan dapat berfungsi sebagai 

mekanisme pembentukan self-regulation yang relevan dalam menghadapi kekerasan seksual, 

termasuk KBGO dan relasi kuasa institusional. Kontribusi konseptual yang diharapkan adalah 

perumusan paradigma pencegahan yang menjembatani spiritualitas Islam, keadilan gender, 

dan kerangka hukum modern, sehingga menghasilkan pendekatan yang tidak hanya represif, 

tetapi juga transformatif dan berkelanjutan dalam merespons krisis kekerasan seksual di 

Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian normatif-kritis 

yang dipadukan dengan analisis sosio-legal dan hermeneutik filosofis. Model hermeneutik 

yang digunakan merujuk pada pendekatan Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur. Perspektif 

Gadamer digunakan untuk memahami teks sebagai produk historis yang memiliki horizon 

makna tertentu, sedangkan pendekatan Ricoeur digunakan untuk melakukan distansiasi teks 

dan reinterpretasi makna agar relevan dengan konteks kekerasan seksual kontemporer. 

Dengan model ini, penafsiran tidak berhenti pada makna literal, tetapi diarahkan pada 

rekonstruksi makna etis dan sosial dari konsep maqamat sufi dalam konteks modern (Gillo, 

2021). 

Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menjembatani norma hukum positif dengan 

realitas sosial dan relasi kuasa yang melatarbelakangi kekerasan seksual, sementara analisis 

normatif-kritis digunakan untuk menilai implikasi teologis, gender, dan struktural dari 

penerapan pendekatan sufistik dalam kerangka pencegahan kekerasan seksual. Kombinasi 

pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menelaah relasi antara spiritualitas Qur’ani, 

tafsir sufistik Ibn ‘Ajibah, maqamat sufi, dan kerangka hukum positif Indonesia secara analitis 

dan kontekstual. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer 

berupa teks tafsir al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur’an al-Majid karya Ibn ‘Ajibah yang 

berkaitan dengan konsep maqamat sufi, pengendalian nafs, muraqabah, dan pembinaan 

akhlak. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPKS, 

literatur tasawuf klasik, kajian gender, serta artikel akademik mengenai kekerasan seksual dan 

pendekatan sosio-legal. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi 

tematik, otoritas keilmuan, dan keterkinian publikasi (Lim, 2025). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran 

dokumen hukum. Telaah literatur difokuskan pada teks tafsir Ibn ‘Ajibah dan literatur tasawuf 

untuk mengidentifikasi konsep maqamat yang berkaitan dengan kontrol diri dan etika sosial, 

sedangkan dokumen hukum dianalisis untuk memetakan norma perlindungan korban, prinsip 

keadilan gender, serta mekanisme pencegahan kekerasan seksual dalam kerangka hukum 

positif. 

Analisis data dilakukan secara operasional melalui beberapa tahap. Tahap pertama 

adalah identifikasi konsep, yaitu menyeleksi bagian tafsir Ibn ‘Ajibah yang memuat maqamat 
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utama seperti wara’, iffah, muraqabah, dan ihsan. Tahap kedua adalah analisis tekstual, yakni 

menafsirkan makna zahir dan batin teks menggunakan kerangka hermeneutik Gadamer 

dengan mempertimbangkan konteks historis dan horizon pemikiran Ibn ‘Ajibah. Tahap ketiga 

adalah distansiasi dan reinterpretasi, yaitu membaca ulang konsep maqamat menggunakan 

pendekatan Ricoeur untuk menghubungkannya dengan konteks kekerasan seksual 

kontemporer, termasuk relasi kuasa, KBGO, dan bias patriarki. Tahap keempat adalah 

integrasi normatif, yakni mengaitkan temuan tafsir sufistik dengan prinsip hukum dalam UU 

TPKS dan perspektif keadilan gender. Tahap kelima adalah evaluasi kritis, yaitu menilai 

potensi, validitas, serta keterbatasan pendekatan sufistik sebagai strategi preventif kekerasan 

seksual (Gillo, 2021). 

Untuk menjaga validitas analisis, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan 

perspektif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan tafsir sufistik, literatur 

tasawuf, dokumen hukum, dan kajian gender. Triangulasi perspektif dilakukan dengan 

mengintegrasikan pendekatan teologis, hermeneutik, sosio-legal, dan kritik gender (Gillo, 

2021). Selain itu, refleksivitas peneliti diterapkan untuk meminimalkan bias interpretasi, 

terutama dalam membaca teks sufistik yang bersifat simbolik dan metaforis (Lim, 2025). 

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan sehingga tidak melibatkan subjek manusia 

secara langsung. Namun, prinsip etika akademik tetap dijunjung melalui transparansi sumber, 

kejujuran ilmiah, dan penggunaan sitasi yang tepat. Dengan prosedur metodologis tersebut, 

penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis yang operasional dan sistematis dalam 

mengevaluasi maqamat sufi sebagai kerangka spiritual-etis yang relevan bagi pencegahan 

kekerasan seksual dalam perspektif gender dan hukum positif di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil penelitian ini merupakan temuan normatif-hermeneutik yang diperoleh melalui 

pembacaan tekstual terhadap al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur’an al-Majid karya Ibn ‘Ajibah 

sebagai sumber utama, serta telaah literatur sufistik klasik, dokumen hukum positif Indonesia 

khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

(UU TPKS), dan kajian kontemporer mengenai kekerasan seksual serta Kekerasan Berbasis 

Gender Online (KBGO) sebagai sumber pendukung. Temuan penelitian tidak bersifat empiris 

lapangan, melainkan berupa konstruksi konseptual-operasional yang dihasilkan melalui proses 

reduksi data, kategorisasi tematik, dan reinterpretasi kontekstual dalam kerangka 

hermeneutik, sosio-legal, dan kritik gender. Oleh karena itu, hasil penelitian diarahkan untuk 

mengidentifikasi bentuk mekanisme preventif, ruang operasional, relevansi, serta keterbatasan 

pendekatan spiritual Qur’ani dan maqamat sufi dalam pencegahan kekerasan seksual. 

Telaah terhadap tafsir Ibn ‘Ajibah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Qur’ani seperti 

ghadl al-bashar, al-‘afaf, dan larangan mendekati zina dipahami sebagai mekanisme preventif 

yang bekerja pada tahap pra-perilaku. Pencegahan ditempatkan bukan semata pada kepatuhan 

terhadap norma hukum eksternal, melainkan pada proses pembentukan kesadaran batin yang 

beroperasi pada level niat, orientasi psikologis, serta pengendalian dorongan sebelum muncul 

tindakan lahiriah. Dalam kerangka ini, kekerasan seksual diposisikan sebagai kegagalan 

kontrol diri yang berakar pada lemahnya pengelolaan nafs dan ketidakmampuan individu 



JEDMI Vol.1 No.2 Tahun 2026 

https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jedmi/index 

 

  

 

179 

membangun disiplin moral internal. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa tidak seluruh maqamat memiliki relevansi 

operasional yang sama dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Dari berbagai maqam 

yang dibahas dalam literatur sufistik, empat maqam muncul sebagai yang paling dekat dengan 

mekanisme preventif, yaitu wara’, iffah, muraqabah, dan ihsan. Keempat maqam tersebut 

berfungsi sebagai perangkat pembinaan karakter yang mengarah pada penguatan self-

regulation, self-discipline, dan kesadaran etis dalam interaksi sosial. Maqamat lain seperti 

zuhud, khauf, raja’, dan mahabbah tetap memiliki nilai moral, namun lebih bersifat 

pendukung dan tidak secara langsung beroperasi sebagai mekanisme pencegahan perilaku 

kekerasan seksual. 

Maqam muraqabah teridentifikasi sebagai mekanisme kontrol diri yang paling kuat 

karena bertumpu pada kesadaran akan pengawasan ilahi yang bersifat internal dan tidak 

bergantung pada kontrol sosial. Dalam konteks kontemporer, konsep ini mengalami perluasan 

makna menjadi muraqabah digital, yakni kesadaran etis yang tetap bekerja meskipun individu 

berada dalam ruang anonim. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan sufistik memiliki 

potensi untuk membangun kontrol diri yang tidak bergantung pada keberadaan sanksi sosial 

atau hukum formal. 

Relevansi maqamat juga tampak dalam konteks Kekerasan Berbasis Gender Online 

(KBGO). Konsep iffah dioperasionalkan sebagai etika penghormatan terhadap privasi, batas 

personal, dan integritas tubuh orang lain dalam ruang digital, sementara muraqabah berfungsi 

sebagai mekanisme pengingat transenden yang mengurangi kecenderungan penyalahgunaan 

anonimitas. Hal ini menunjukkan bahwa maqamat sufi tidak hanya berfungsi dalam ruang 

privat, tetapi dapat diperluas menjadi etika interaksi digital. 

Selain pada level personal, temuan penelitian menunjukkan bahwa maqamat sufi 

memiliki potensi untuk diperluas ke level relasi kuasa. Maqam wara’ diidentifikasi relevan 

sebagai etika kehati-hatian bagi individu yang memiliki otoritas dalam relasi asimetris, seperti 

di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun institusi keagamaan. Dalam konteks ini, wara’ 

berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan 

kekuasaan terhadap pihak yang lebih rentan. 

Pada sisi lain, maqam mahabbah menunjukkan relevansi dalam pembentukan empati, 

penghormatan terhadap martabat manusia, dan relasi sosial yang lebih setara. Mahabbah 

berpotensi menggeser pola relasi eksploitatif menuju relasi yang berorientasi pada 

penghormatan dan tanggung jawab moral. Temuan ini menempatkan maqamat tidak hanya 

sebagai disiplin spiritual personal, tetapi juga sebagai kerangka etika relasional. 

Penelitian ini juga menemukan adanya titik temu antara pendekatan spiritual dan 

kerangka hukum positif. Maqam muraqabah dan ihsan memiliki relevansi sebagai fondasi 

etika profesional bagi aparat penegak hukum dalam implementasi UU TPKS, terutama dalam 

membangun integritas, akuntabilitas, dan orientasi pada perlindungan korban. Sementara itu, 

maqam taubat dan rida’ memiliki potensi untuk dioperasionalkan dalam kerangka keadilan 

restoratif, khususnya pada aspek rehabilitasi moral pelaku dan pemulihan psikospiritual 

korban. 

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya kontradiksi dan 

keterbatasan. Penekanan berlebihan pada kontrol moral individual melalui konsep seperti 



JEDMI Vol.1 No.2 Tahun 2026 

 https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jedmi/index 

 

 

 

 

180 

ghadl al-bashar dan iffah berpotensi menimbulkan bias gender apabila tidak disertai kesadaran 

struktural. Pendekatan spiritual dapat bergeser menjadi moralistik dan menempatkan beban 

etik pada korban jika tidak dikontekstualisasikan dengan kritik patriarki dan relasi kuasa. 

Selain itu, pendekatan spiritual tidak memiliki efektivitas maksimal apabila berdiri sendiri 

tanpa integrasi dengan hukum positif dan kebijakan institusional. 

Hasil penelitian ini dirangkum secara sistematis dalam Tabel 1. Berikut: 

Tabel 1 Ringkasan Temuan Penelitian 

No. Fokus 

Temuan 

Uraian Temuan Utama Hubungan Konseptual 

1 Prinsip 

Qur’ani 

Preventif 

Ghadl al-bashar, al-‘afaf, dan 

larangan mendekati zina sebagai 

mekanisme preventif 

Menjadi fondasi normatif 

pembentukan disiplin moral 

internal 

2 Maqamat 

sebagai 

Pembinaan 

Karakter 

Wara’, iffah, sabar, muraqabah, 

ihsan, taubat, mahabbah 

Prinsip Qur’ani → 

dioperasionalkan menjadi 

metodologi pembinaan karakter 

3 Muraqabah 

dan Kontrol 

Diri 

Muraqabah menghasilkan kontrol 

diri transenden 

Maqamat → membentuk self-

regulation & self-discipline 

4 Relevansi 

terhadap 

KBGO 

Iffah dan muraqabah digital relevan 

terhadap KBGO 

Kontrol diri → mencegah 

perilaku destruktif di ruang 

privat & digital 

5 Dimensi 

Struktural 

Maqamat 

Maqamat dapat menjadi etika relasi 

kuasa 

Kontrol diri personal → 

berkembang menjadi etika 

institusional 

6 Wara’ 

sebagai 

Etika 

Otoritas 

Wara’ sebagai kehati-hatian 

pemegang jabatan 

Etika struktural → mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan 

7 Mahabbah 

dan 

Kesetaraan 

Mahabbah memperkuat empati & 

kesetaraan 

Etika spiritual → dekonstruksi 

bias patriarki 

8 Integrasi 

dengan UU 

TPKS 

Muraqabah dan ihsan memperkuat 

integritas penegak hukum (UU 

TPKS) 

Etika spiritual → mendukung 

sistem hukum positif 

9 Keadilan 

Restoratif 

Taubat dan rida’ mendukung 

keadilan restoratif 

Spiritual → berperan dalam 

rehabilitasi pelaku & 

pemulihan korban 

10 Risiko Bias 

Gender 

Tanpa kritik gender dapat memicu 

victim blaming 

Pendekatan spiritual tanpa 

analisis struktural → bias 

patriarki 

11 Keterbatasan 

Pendekatan 

Spiritual 

Tidak efektif tanpa integrasi hukum 

dan kesadaran struktural 

Spiritualitas perlu bersinergi 

dengan hukum & perspektif 

gender 

Sumber: Data Diolah (2025) 

Pembahasan 

1. Maqamat Sufi sebagai Mekanisme Preventif Kekerasan Seksual 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tafsir sufistik Ibn ‘Ajibah terhadap prinsip-
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prinsip Qur’ani seperti ghadl al-bashar, al-‘afaf, dan larangan mendekati zina menempatkan 

pencegahan perilaku menyimpang pada level pra-perilaku, yakni pada wilayah niat, orientasi 

batin, dan dorongan psikologis. Dalam kerangka ini, kekerasan seksual dipahami sebagai 

kegagalan pengelolaan impuls dan lemahnya kontrol diri yang terbentuk sebelum tindakan 

lahiriah terjadi. Pendekatan tasawuf akhlaqi memposisikan tazkiyat al-nafs sebagai basis 

pembinaan karakter yang berfungsi mencegah munculnya perilaku destruktif sejak tahap awal 

pembentukan niat dan kesadaran moral (Gillo, 2021; Agustono et al., 2024). 

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa maqamat sufi bekerja sebagai mekanisme 

preventif yang operasional melalui proses internalisasi nilai, pembiasaan etika, dan penguatan 

kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Maqam wara’ berfungsi sebagai latihan kehati-

hatian moral dalam relasi kuasa, iffah sebagai etika menjaga batas personal dan integritas 

tubuh orang lain, muraqabah sebagai kesadaran berkelanjutan atas konsekuensi moral 

tindakan, dan ihsan sebagai orientasi tanggung jawab etis yang melampaui kepatuhan hukum 

formal. Mekanisme ini bekerja melalui proses reflektif: individu menunda impuls, 

mengevaluasi konsekuensi moral, dan mengaitkan tindakan dengan nilai tanggung jawab 

terhadap diri, orang lain, dan Tuhan. Dalam kajian psikologi moral kontemporer, proses 

internalisasi nilai dan penguatan self-regulation terbukti menjadi faktor penting dalam 

pencegahan perilaku agresif dan kekerasan interpersonal (Li et al., 2023; Lim, 2025). 

Pada level implementasi praktis, maqamat dapat dioperasionalisasikan melalui model 

pembinaan karakter yang terstruktur. Dalam lingkungan pendidikan, nilai wara’ dan iffah 

dapat diterapkan melalui kurikulum etika relasi dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual 

berbasis kesadaran diri, bukan sekadar larangan normatif. Dalam lingkungan kerja dan 

institusi, maqam muraqabah dapat diterjemahkan menjadi etika profesional berbasis 

integritas, seperti mekanisme pengendalian konflik kepentingan, penguatan budaya kehati-

hatian dalam relasi hierarkis, serta pembentukan standar perilaku yang melindungi pihak 

rentan. Sementara itu, pada level komunitas, internalisasi maqamat dapat dilakukan melalui 

praktik refleksi etis, konseling spiritual, dan pelatihan pengendalian diri yang terintegrasi 

dengan pendidikan gender dan perlindungan korban. Pendekatan berbasis nilai ini selaras 

dengan kajian yang menekankan pentingnya integrasi spiritualitas dan pembinaan karakter 

dalam strategi pencegahan kekerasan berbasis gender (Artika & Rozi, 2025).  

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual tidak 

cukup diposisikan sebagai wacana moral, tetapi perlu diintegrasikan dalam strategi 

pencegahan kekerasan seksual secara institusional. Nilai maqamat dapat menjadi dasar 

penguatan program pendidikan karakter, pelatihan etika profesi, dan kebijakan pencegahan 

kekerasan seksual di lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta lembaga publik. 

Pendekatan ini memungkinkan pencegahan tidak hanya berbasis sanksi hukum, tetapi juga 

pada pembentukan kesadaran etis yang bekerja sebelum pelanggaran terjadi (Petrunov, 2025). 

Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan keterbatasan pendekatan 

spiritual ketika tidak diimbangi dengan kesadaran struktural dan perspektif keadilan gender. 

Penekanan yang berlebihan pada kontrol moral individual berpotensi mengalihkan tanggung 

jawab dari pelaku kepada korban dan memperkuat narasi moralistik yang rentan terhadap 

victim blaming. Studi tentang kekerasan seksual menunjukkan bahwa pendekatan moral 

individualistik sering kali gagal menangkap dimensi relasi kuasa dan kerentanan struktural 
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yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual (Uroko, 2025). 

Dengan demikian, maqamat sufi dalam temuan penelitian ini bekerja sebagai 

mekanisme preventif yang konkret melalui tiga jalur utama: pembentukan kontrol diri 

individu, penguatan etika relasi dalam ruang sosial, dan integrasi nilai spiritual dalam 

kebijakan institusional pencegahan kekerasan seksual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa 

spiritualitas tidak hanya berfungsi sebagai norma teoretis, tetapi dapat dioperasionalkan 

sebagai strategi preventif yang bekerja sebelum kekerasan terjadi, sepanjang terintegrasi 

dengan kerangka hukum positif dan perspektif keadilan gender. 

2. Maqamat dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa maqamat sufi memiliki relevansi konkret dalam 

merespons fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang mencakup pelecehan 

daring, ancaman seksual, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, cyberstalking, dan 

online sexual grooming. KBGO berkembang dalam ruang digital yang ditandai oleh 

anonimitas, kecepatan distribusi konten, serta rendahnya kontrol sosial langsung. Literatur 

internasional menegaskan bahwa kekerasan daring terhadap perempuan merupakan ekstensi 

struktural dari kekerasan berbasis gender offline yang diperkuat oleh desain platform digital 

dan budaya impunitas (UN Women, 2021; European Commission, 2021). 

Dalam konteks tersebut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep muraqabah 

digital bekerja sebagai mekanisme kontrol diri internal yang menginterupsi proses disinhibisi 

daring. Secara operasional, mekanisme ini bekerja melalui tiga tahap: (1) kesadaran reflektif 

sebelum bertindak (pause-reflect mechanism), (2) evaluasi moral atas konsekuensi tindakan 

digital, dan (3) pengaitan tindakan dengan tanggung jawab transenden. Dengan kata lain, 

muraqabah digital mendorong individu untuk tidak sekadar mempertimbangkan risiko hukum 

atau reputasi sosial, tetapi juga konsekuensi etis yang melekat pada tindakan tersebut. Model 

ini selaras dengan temuan penelitian etika digital yang menunjukkan bahwa regulasi diri dan 

kesadaran moral signifikan dalam menurunkan agresi daring (Chen et al., 2025). Sementara 

itu, iffah digital berfungsi sebagai etika batasan (boundary ethics) dalam ruang siber. 

Implementasinya tampak dalam praktik konkret seperti: tidak menyebarkan konten pribadi 

tanpa izin, tidak melakukan komentar seksualisasi terhadap tubuh, serta tidak memanfaatkan 

relasi kuasa digital untuk eksploitasi. Dalam konteks pendidikan dan komunitas keagamaan, 

iffah digital dapat diintegrasikan dalam modul literasi digital berbasis etika relasi, yang 

mengajarkan batas persetujuan (consent), privasi, dan penghormatan terhadap tubuh sebagai 

prinsip moral dan hukum sekaligus 

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa maqamat dapat diintegrasikan 

dalam strategi pencegahan KBGO melalui tiga jalur implementatif. Pertama, pada level 

pendidikan, nilai muraqabah dan iffah dapat dimasukkan dalam kurikulum literasi digital dan 

pendidikan karakter sebagai modul pencegahan kekerasan seksual berbasis teknologi. Kedua, 

pada level institusi, prinsip muraqabah dapat diterjemahkan menjadi kode etik digital dan 

standar perilaku daring bagi pegawai, pendidik, dan aparatur negara, termasuk mekanisme 

pelaporan internal yang melindungi korban. Ketiga, pada level kebijakan publik, pendekatan 

ini dapat mendukung program kampanye nasional anti-KBGO yang menggabungkan literasi 

hukum UU TPKS dengan penguatan kesadaran moral berbasis nilai agama (Morales-Álvarez, 

& colleagues, 2025). 
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Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan spiritual tidak 

memiliki daya paksa struktural apabila tidak terhubung dengan regulasi hukum dan kebijakan 

platform. KBGO merupakan kejahatan siber yang bersifat sistemik dan lintas yurisdiksi, 

sehingga membutuhkan kombinasi antara kontrol diri individu, penegakan hukum yang 

efektif, serta regulasi teknologi yang responsif (UN Women, 2021; European Commission, 

2021). Dalam konteks Indonesia, efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada kapasitas 

aparat penegak hukum, mekanisme koordinasi dengan penyedia platform, serta perlindungan 

korban yang berbasis hak asasi manusia. 

Dengan demikian, maqamat sufi dalam konteks KBGO bekerja sebagai mekanisme 

preventif pada tahap mikro (kontrol diri individu) dan meso (budaya etika komunitas), tetapi 

harus diperkuat oleh intervensi makro berupa regulasi hukum, kebijakan institusional, dan tata 

kelola platform digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak menggantikan 

hukum positif, melainkan berfungsi sebagai fondasi etis yang memperkuat efektivitas 

kebijakan pencegahan kekerasan seksual berbasis teknologi. 

3. Integrasi Spiritualitas dengan UU TPKS dan Keterbatasannya 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan spiritual Qur’ani dan 

maqamat sufi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) memiliki potensi operasional, namun efektivitasnya sangat 

bergantung pada desain kebijakan yang konkret dan realistis. Maqam muraqabah dan ihsan 

relevan sebagai fondasi etika profesional aparat penegak hukum, tetapi implementasinya 

memerlukan kerangka kebijakan yang terstruktur, bukan sekadar imbauan moral. Literatur 

implementasi UU TPKS menegaskan bahwa perlindungan korban ditentukan oleh kapasitas 

institusi, standar prosedur, serta mekanisme pengawasan internal yang konsisten (Rusdi & 

Sulaiman, 2025; Santoso et al., 2025). 

Secara praktis, nilai muraqabah dapat dioperasionalkan dalam pelatihan aparat melalui 

pendekatan reflektif yang menekankan tanggung jawab etis dalam setiap tahap penanganan 

perkara mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban, hingga proses pembuktian. 

Sementara itu, ihsan dapat diterjemahkan menjadi standar pelayanan yang humanis dan tidak 

reviktimisatif, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari 

pertanyaan menyudutkan, serta memastikan akses pendampingan psikologis dan hukum. 

Integrasi ini menunjukkan “how it works”: spiritualitas berfungsi sebagai penguat komitmen 

etis aparat dalam menjalankan norma hukum positif, bukan sebagai pengganti prosedur 

hukum formal. Secara realistis, integrasi spiritualitas dapat dirancang dalam tiga level 

kebijakan. Pada level regulatif, nilai maqamat dapat diadopsi dalam bentuk pedoman etik 

kelembagaan yang mengikat, misalnya standar perilaku aparat dalam menangani korban 

kekerasan seksual, kewajiban menjaga kerahasiaan, serta larangan praktik yang berpotensi 

reviktimisasi. Pada level kelembagaan, implementasi dilakukan melalui pelatihan wajib bagi 

aparat penegak hukum yang mengintegrasikan perspektif gender, etika pelayanan publik, dan 

refleksi moral berbasis nilai muraqabah dan ihsan sebagai penguat integritas profesional. 

Pada level layanan, pendekatan ini diterjemahkan dalam prosedur operasional seperti 

pendampingan korban berbasis trauma healing, layanan pemeriksaan yang sensitif gender, 

serta mekanisme koordinasi antara aparat hukum, psikolog, dan pekerja sosial 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa maqam taubat dan rida’ dapat dimasukkan 
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dalam desain kebijakan rehabilitasi pelaku yang terukur, misalnya melalui program 

pembinaan moral di lembaga pemasyarakatan yang dikombinasikan dengan konseling 

psikologis dan evaluasi risiko residivisme. Pendekatan spiritual dalam konteks ini tidak 

menggantikan sanksi pidana, tetapi menjadi komponen tambahan dalam kebijakan rehabilitasi 

yang berbasis perubahan perilaku. Literatur tentang restorative justice menunjukkan bahwa 

program rehabilitasi yang memadukan dimensi etika dan psikologis lebih efektif dalam 

mencegah pengulangan tindak kekerasan (Azisa et al., 2025; Suzuki & Jenkins, 2024). 

Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan keterbatasan implementasi apabila tidak 

didukung oleh desain kebijakan yang jelas dan pengawasan yang kuat. Pendekatan spiritual 

tidak memiliki daya paksa apabila tidak dilembagakan dalam aturan, indikator kinerja, dan 

sistem evaluasi. Tanpa mekanisme tersebut, spiritualitas berpotensi berhenti sebagai wacana 

normatif dan tidak berpengaruh terhadap praktik penegakan hukum. Studi tentang politik 

kerentanan juga menunjukkan bahwa spiritualisasi tanpa kerangka hak asasi manusia dapat 

memperkuat budaya diam dan impunitas (Simeon, 2022; Hamid, 2021). Selain itu, desain 

kebijakan harus secara eksplisit memasukkan perspektif keadilan gender agar nilai maqamat 

tidak direduksi menjadi kontrol moral terhadap korban. Perlindungan korban harus menjadi 

indikator utama kebijakan, sementara spiritualitas ditempatkan sebagai etika tanggung jawab 

pelaku dan etika integritas institusi. Literatur feminis menegaskan bahwa kebijakan 

pencegahan kekerasan seksual hanya efektif apabila menghapus bias patriarki dalam praktik 

kelembagaan dan menegaskan akuntabilitas pelaku (European Commission, 2021; Hürten et 

al., 2025).  

Dengan demikian, integrasi spiritualitas Qur’ani dan maqamat sufi dengan UU TPKS 

menjadi realistis apabila dirancang sebagai kebijakan bertahap: (1) kodifikasi nilai etika 

dalam pedoman resmi institusi, (2) pelatihan terstruktur berbasis gender dan etika pelayanan, 

(3) program rehabilitasi pelaku yang terukur, dan (4) sistem pengawasan serta evaluasi 

berbasis indikator perlindungan korban. Dalam kerangka ini, spiritualitas berfungsi sebagai 

penguat etika publik dan etika kelembagaan yang bekerja di dalam sistem hukum, bukan di 

luar atau menggantikannya. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa maqamat sufi sebagaimana 

ditafsirkan dalam kerangka sufistik Ibn Ajibah memiliki potensi etis yang signifikan sebagai 

mekanisme preventif kekerasan seksual, baik dalam konteks offline maupun Kekerasan 

Berbasis Gender Online (KBGO). Maqamat seperti wara’, iffah, sabar, muraqabah, ihsan, dan 

mahabbah berfungsi sebagai tahapan pembinaan karakter yang membentuk kontrol diri, 

kesadaran reflektif, dan tanggung jawab moral individu. Namun, penelitian ini menegaskan 

bahwa maqamat hanya dapat berfungsi secara konstruktif apabila dioperasionalisasikan secara 

kritis, tidak direduksi menjadi moralitas individual semata, tidak mengalihkan tanggung 

jawab dari pelaku kepada korban, serta tidak mereproduksi bias patriarki. Dengan demikian, 

maqamat sufi perlu diposisikan sebagai etika tanggung jawab pelaku dan etika relasional yang 

setara, yang melengkapi bukan menggantikan mekanisme hukum positif, khususnya UU 

TPKS. 

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan pembacaan hermeneutik-
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kritis terhadap maqamat sufi sebagai etika relasional dan etika publik yang berkeadilan 

gender, termasuk perluasan konsepnya ke dalam ranah etika digital melalui gagasan 

muraqabah digital dan iffah digital dalam merespons KBGO. Secara konseptual, penelitian ini 

menunjukkan bahwa spiritualitas Qur’ani dan maqamat sufi dapat memperkaya kerangka 

pencegahan kekerasan seksual dengan menekankan internalisasi nilai, kontrol diri, dan 

kesadaran moral, sepanjang terintegrasi dengan kesadaran struktural, perspektif hak asasi 

manusia, dan regulasi hukum. Dengan demikian, spiritualitas tidak diposisikan sebagai 

domain privat semata, melainkan sebagai sumber etika kelembagaan yang dapat memperkuat 

integritas aparat penegak hukum, mendukung rehabilitasi moral pelaku dalam kerangka 

keadilan restoratif, serta memperkaya pendekatan pemulihan korban. 

Adapun saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah perlunya 

operasionalisasi nilai maqamat sufi secara konkret dalam pendidikan, kebijakan institusional, 

dan penegakan hukum melalui integrasi dengan perspektif keadilan gender dan UU TPKS. 

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum pendidikan agama dan literasi 

digital berbasis etika relasi dan tanggung jawab pelaku, pelatihan integritas aparat penegak 

hukum yang menekankan nilai muraqabah dan ihsan, serta sinergi antara institusi keagamaan, 

negara, dan platform digital dalam membangun sistem pencegahan KBGO yang berorientasi 

pada perlindungan korban dan akuntabilitas pelaku. 
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